
 

808  
 

KAJIAN HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK 

PIDANA PEMALSUAN SURAT  

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) 

Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2), Alusianto Hamonangan 3), Nanci Yosepin Simbolon 4) 

 

KAJIAN HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM 

DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT  

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) 

 

Oleh : 

   Roland Aldini Hutahaean 
1)

  

Dani Dizky M 
2)

 

Alusianto Hamonangan 
3) 

Nanci Yosepin Simbolon 
4) 

Universitas Darma Agung,  Medan 
1,2,3,4) 

E-mail : 

Rolandhutahaean0461@gmail.com   
1) 

ddizcky@yahoo.com  
2) 

alusiantoh710@gmail.com   
3) 

yoseppin@yahoo.com   
4) 

 

ABSTRACT 

In a judicial body, the judge has an important role because it is the judge who has the right to 

decide on a case that occurs in court. Judges always adhere to the principles of an 

independent or impartial judiciary. As one of the executors of law, namely judges are 

authorized by law to receive, examine and decide on a criminal case. Judgment 

considerations consist of two parts, namely consideration of legal facts and legal 

considerations. Considerations about facts are obtained by examining evidence empirically 

in court. The facts revealed at the trial were then tested using the correspondent theory of 

truth to obtain legal facts and clues. The decision to release the defendant (onslag van alle 

rechtvervolging) according to the Criminal Procedure Code is regulated in Article 191 

paragraph (2) which states, that: "If the court is of the opinion that the act charged against 

the defendant is proven, but the act is not a crime, then the defendant is acquitted." of all 

lawsuits. This study uses a juridical normative method, namely all sources are taken from 

literature, laws, decisions and other media. free from all lawsuits by the judge? (Study of 

Padang Court Decision Number 341/Pid.B/2017/PN Pdg) and third, what are the legal 

considerations in making a decision. The regulation of the criminal act of forging letters in 

the criminal law that forgery of letters is described in Article 263 to Article 276 of the 

Criminal Code. In each article in question there are elements contained therein. The 

application of criminal responsibility to the perpetrators of the crime of forging letters in 

decision Number 341/2017/PN Pdg) has been proven to have committed an act, but the act is 

not a crime. And the legal considerations by the judge then the judge decided to release the 

Defendant because of that from all lawsuits (Onslag van alle recht vervolging). Legal 

considerations in making decisions can be carried out in two ways, namely juridical and non-

juridical considerations of judges. Juridically, by looking at the facts revealed in the trial, 

while non-juridically, by looking at the background of the defendant. 

Keywords: Forgery of Letters, Legal Considerations  

 

ABSTRAK 

Dalam suatu badan peradilan hakim memiliki peran penting karena hakimlah yang berhak 

memutus suatu perkara yang terjadi di dalam persidangan. hakim selalu berpegang pada 

prinsip-prinsip peradilan yang bebas atau tidak memihak. Sebagai salah satu dari pelaksana 

hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta 

memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu 
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pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta 

diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti seecara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta 

yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunkan teori kebenaran koresponden 

untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Putusan yang melepaskan terdakwa (onslag 

van alle rechtvervolging) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, 

bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 

terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu 

segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya.Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana 

pemalsuan surat, Kedua, bagaimana penerapan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum oleh hakim? (Studi Putusan Pengadilan Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) dan 

ketiga bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Pengaturan tindak 

pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 

263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang 

terkandung didalamnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 341/2017/PN Pdg) telah terbukti melakukan 

perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dan 

pertimbangan hukum oleh hakim kemudian hakim memutuskan melepaskan Terdakwa oleh 

karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging). Pertimbangan 

hukum dalam menjatuhkan putusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertimbangan 

hukum hakim secara yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan, sedangkan nonyuridis dengan melihat latar belakang dari 

terdakwa.  

Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Pertimbangan Hukum 

 

1. PENDAHULUAN 

Putusan merupakan produk lembaga 

peradilan dalam menyelesaikan sengketa 

yang terjadi di masyarakat, baik dalam 

hubungan-hubungan privat keperdataan 

(umum dan agama), hubungan negara 

dengan warganya atas terlanggarnya 

aturanaturan hukum pidana , putusan 

bukan hanya menjadi media untuk 

menyatakan seseorang bersalah atau 

sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa 

mngambil kembali haknya yang dikuasai 

orang lain, namun secara substansial 

putusan adalah kolaborasi dari hasil olah 

pikir dan pendalaman nurani yang dikemas 

dengan sentuhan-sentuhan teori dan 

pengetahuan hukum sehingga sebuah 

putusan akan mengandung nilai-nilai 

akademik, logis dan yuridis. Putusan tidak 

cukup hanya dituangkan dalam bentuk 

tulisan, tetapi juga harus dinyatakan secara 

lisan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat 

imperatif. Persidangan dan putusan yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum merupakan salah satu bagian yang 

tak terpisahkan dari asas fair trial.” 1 

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di 

Indonesia diperlukan kerjasama yang baik 

antara kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan, dimana masingmasing harus 

dapat menjalankan tugasnya dengan yang 

ditetapkan dalam Undangundang. Selain 

itu sebagai penegak hukum, harus 

mempunyai moral dan kredibilitas yang 

tinggi dalam mengabdi pada hukum 

sehingga keadilan dapat terwujud. Dalam 

suatu badan peradilan hakim memiliki 

peran penting karena hakimlah yang 

berhak memutus suatu perkara yang terjadi 

di dalam persidangan. hakim selalu 

berpegang pada prinsip-prinsip peradilan 

yang bebas atau tidak memihak. Sebagai 

salah satu dari pelaksana hukum yaitu 

hakim diberi wewenang oleh Undang-
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Undang untuk menerima, memeriksa serta 

memutus suatu perkara pidana. Oleh 

karena itu hakim dalam menangani suatu 

perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai 

seorang hakim, dalam memberikan 

putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal 

yang ada pada dirinya dan sekitarnya 

karena pengaruh dari faktor agama, 

kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan 

sebagainya sehingga dapat dimungkinkan 

adanya perbedaan cara pandang sehingga 

mempengaruhi pertimbangan dalam 

memberikan putusan. Pertimbangan 

putusan terdiri dari dua bagian, yaitu 

pertimbangan tentang fakta hukum dan 

pertimbangan hukumnya. Pertimbangan 

tentang fakta diperoleh dengan cara 

memeriksa alat bukti seecara empiris 

dalam persidangan. Fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan selanjutnya diuji 

menggunkan teori kebenaran koresponden 

untuk memperoleh fakta hukum dan 

petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan 

bagian pertimbangan yang memuat uji 

verifikasi antara fakta hukum dengan 

berbagai teori dan peraturan perundang-

undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak 

pidana sangat tergantung pada 

pertimbangan hukumnya. Peradilan atau 

kekuasaan kehakiman telah dikenal sejak 

zaman dahulu, dan dia merupakan satu 

kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, 

bernegara, dan berbangsa. Suatu 

pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa 

adanya peradilan, karena peradilan 

diperlukan untuk menyelesaikan sengketa 

diantara warganya. Didalam peradilan 

terkandung amar makruf dan nahi 

mungkar, menyuruh makruf dan mencegah 

3 mungkar, menyampaikan hak kepada 

orang yang harus menerimanya dan 

menghalangi orang yang zalim daripada 

berbuat aniaya serta mewujudkan 

perbaikan umum, dengan peradilan 

dilindungi jiwa, harta dan kehormatan. 

Dalam agenda memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara sudah merupakan hal 

yang biasa dilakukan oleh semua hakim 

pidana. Dalam pandangan sebagian orang 

awam, kegiatan mengadili sering di 

anggap sebagai kegiatan rutin dan mudah 

di lakukan oleh hakim karena sudah ada 

hukum acara pidana, tetapi ternyata dalam 

praktek, kegiatan memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara bukan suatu 

perbuatan yang mudah dilakukan oleh 

hakim, karena banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan. Salah satu faktor 

misalnya berkaitan dengan substansi 

perkara dan alat bukti yang terungkap di 

persidangan, dasar hukum materiel dan 

formil yang di gunakan, isi dakwaan dan 

tuntutan pemidanaan, argumentasi jaksa 

dan advokat, kondisi korban dan 

masyarakat, termasuk kemungkinan 

adanya tekanan dari pihak tertentu, serta 

rasa jiwa keadilan yang abstrak. “ 2 Hakim 

sebagai orang yang menjalankan hukum 

berdasarkan demi keadilan didalam 

menjatuhkan putusan terhadap perkara 

yang ditanganinya tetap berdasarkan 

aturan yang brlaku dalam undang-undang 

dan memakai pertimbangan berdasarkan 

kepada bukti-bukti autentik, seperti surat 

dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti 

lainnya. Secara yuridis tindak kejahatan 

merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. 

Menurut cara merumuskannya, dibedakan 

dalam tindak pidana formil (formeel 

Delicten) dan pidana materil (Materiil 

Delicten). Tindak pidana formil adalah 

tindak pidana yang dirumuskan bahwa 

larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan perbuatan tertentu. Pidana 

Materiil adalah pidana yang dianggap telah 

selesai dengan ditimbulkannya akibat yang 

dilarang dan diancam dengan hukuman 

oleh UndangUndang. Tindak Pidana 

Formil adalah tindak pidana yang 

dianggap telah selesai dengan hukuman 

oleh undang-undang. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Pidana 

materil inti larangannya adalah pada 

menimbulkan akibat yang dilarang, karena 

itu siapa yang menimbulkan akibat yang 

dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana.”3 

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan, 

bahwa: “Putusan pengadilan adalah 
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pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini”. Setiap keputusan hakim 

merupakan salah satu dari tiga 

kemungkinan: 1. Pemidanaan atau 

penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib 2. 

Putusan bebas 3. Putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum. KUHAP juga mengatur 

mengenai putusan pengadilan negeri yang 

dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, 

bisa berbentuk: 1. Putusan yang 

membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat 

(1) KUHAP) 2. Putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) 

KUHAP) 3. Putusan pemidanaan (Pasal 

193 ayat (1) KUHAP). Putusan yang 

melepaskan terdakwa (onslag van alle 

rechtvervolging) menurut KUHAP diatur 

dalam Pasal 191 ayat (2) yang 

menyatakan, bahwa: “Jika pengadilan 

berpendapat jika perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, 

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindak pidana, maka terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum”. Hakim 

dalam membuat Putusan pengadilan, harus 

memperhatikan apa yang diatur dalam 

Pasal 197 KUHAP, yang berisikan 

berbagai hal yang harus dimasukkan dalam 

surat Putusan. Salah satu hal yang harus 

dimasukkan dalam sebuah putusan 

pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 

197 KUHAP angka (9) adalah 

Pertimbangan Hukum. Praktik peradilan 

menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu 

yang luput dan kerap tidak diperhatikan 

hakim dalam membuat keputusan. Dalam 

perkara pidana Jaksa penuntut umum 

bertugas mewakili Negara untuk menuntut 

seseorang pelaku tindak pidana. Kejaksaan 

Republik Indonesia adalah lembaga 

Negara yang melaksanakan kekuasaan 

Negara, Asas Legalitas adalah asas yang 

menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa 

pidana (delik/tindak pidana) harus diatur 

terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-

undang atau setidak-tidaknya oleh suatu 

aturan hukum yang telah ada atau berlaku 

sebelum orang itu melakukan 

perbuatannya khususnya di bidang 

penuntutan.”4 Selain itu Kejaksaan 

Republik Indonesia juga merupakan satu 

satunya instansi pelaksana putusan pidana 

(executive ambtenaar) Jaksa sebagai 

pelaksana kewenangan tersebut diberi 

wewenang sebagai Penuntut Umum serta 

melaksanakan putusan pengadilan, dan 

wewenang lain berdasarkan Undang-

Undang. Sebagaimanan biasanya, bahwa 

dalam suatu proses peradilan akan berakhir 

dengan putusan akhir (vonnis). KUHAP 

mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari 

kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 

yaitu berupa pemidanaan, bebas 

(Vrijspraak), atau lepas dari segala 

tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, 

argumentasi penuntut umum maupun 

penasihat hukum baik mengenai kesalahan 

terdakwa, perbuatan yang didakwakan 

maupun berkenaan dengan alat bukti sah, 

memerlukan kejelian dan kecermatan 

untuk mempertimbangkan sehingga 

terhadap suatu hal harus betul-betul 

meyakinkan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

1.i Pengertiani Hukumi Pidanai  

Hukumi pidanai adalahi keseluruhani darii 

peraturan-peraturani yangi menentukani 

perbuatani apai yangi dilarangi dani 

termasuki kei dalami tindaki pidana,i sertai 

menentukani hukumani apai yangi dapati 

dijatuhkani terhadapi orangi yangi 

melakukannya.i Menuruti Prof.i Dri W.L.G.i 

LEMAIRE,i “hukumi pidanai itui terdirii 

darii normanormai yangi berisii keharusan-

keharusani dani larangani yangi telahi 

dikaitkani suatui sanksii berupai hukuman,i 

yaknii suatui penderitaani yangi bersifati 

khusus.”5i Dengani demikiani dapati jugai 

dikatakan,i bahwai hukumi pidanai 

merupakani suatui sistemi normai yangi 

menentukani terhadapi tindak-tindakani 

yangi manai dani dalami keadaani yangi 

bagaimanai hukumani itui dapati dijatuhkani 

sertai hukumani yangi bagaimanai yangi 
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dapati dijatuhkani terhadapi tindakan-

tindakani tersebut.i Sedangkani menuruti 

Prof.i Moeljatno,i “hukumi pidanai adalahi 

bagiani daripadai keseluruhani hukumi yangi 

berlakui dii suatui negara,i yangi 

mengadakani dasari dani aturani untuki :”1.i 

Menetukani perbuatani manai yangi tidaki 

bolehi dilakukani dani yangi dilarang,i 

dengani disertaii ancamani ataui sanksii 

yangi berupai pidanai tertentui bagii siapai 

yangi melanggari larangani tersebuti 2.i 

Menentukani kapani dani dalami hali apai 

kepadai merekai yangi telahi melanggari 

larangan-larangani itui dapati dikenakani 

ataui dijatuhii pidanai sebagaimanai yangi 

telahi diancamkani 3.i Menentukani dengani 

carai bagaimanai pengenaani pidanai itui 

dapati dilaksanakani apabilai adai orangi 

yangi disangkai telahi melanggari larangani 

tersebut.i 2.i Pengertiani Tindaki Pidanai 

Tindaki pidanai adalahi tindakani yangi 

dinilaii melanggari ketentuani KUHP.i 

Dalami artii bilai adai seseorangi yangi 

melakukani tindakani melanggari hukumi 

makai orangi tersebuti dapati dikenaii salahi 

satui pasali dalami KUHP.i Istilahi tindaki 

pidanai berasali darii katai strafbaarfeiti 

dalami bahasai Belanda.i Kemudiani 

diterjemahkani kei dalami bahasai Indonesiai 

.i Beberapai katai untuki menerjemahkani 

strafbaarfeiti olehi sarjana-sarjanai 

Indonesia,i anatarai laini tindaki pidana,i 

delicti dani perbuatani pidana.i Mengenaii 

definisii tindaki pidanai dapati dilihati 

pendapat-pendapati pakari antarai lain,i 

menuruti Voc,i “deliki adalahi feiti yangi 

dinyatakani dapati dihukumi olehi undang-

undang.i Sedangkani menuruti Vani Hamel,i 

deliki adalahi suatui serangani ataui 

ancamani terhadapi hak-haki orangi lain.”i 

3.i Unsur-Unsuri Tindaki Pidanai Tindaki 

pidanai bukani sebatasi aturani yangi 

memuati sejumlahi larangani dalami bentuki 

undang-undangi yangi memuati sanksi-

sanksii yangi akani diterimai olehi parai 

pelanggarnya.i Adapuni unsur-unsuri tindaki 

pidanai inii dibedakani menjadii dua,i yaitui 

unsuri tindaki pidanai darii suduti teoritisii 

dani darii suduti undang-undang.i Tindaki 

pidanai Teoritisii adalahi tindakani ataui 

perilakui menyimpangi yangi dilakukani 

seseorangi karenai bertentangani dengani 

hukumi yangi berlaku.i Rumusani tindaki 

pidanai yangi disusuni olehi parai ahlii 

hukum.i Unsur-unsuri yangi adai dalami 

tindaki pidanai inii adalahi melihati 

bagaimanai bunyii rumusani yangi 

dibuatnya.i Menuruti Moeljatnoi “unsur-

unsuri tindaki pidanai adalah”i a.i Perbuatani 

b.i Yangi dilarangi (olehi aturani hukum)i c.i 

Ancamani pidanai (bagii yangi melanggari 

larangannya)i Menuruti Simons,i 

menyebutkani adanyai unsuri objektifi dani 

unsuri subjektifi darii tindaki pidana.i Unsuri 

objektifi antarai laini :i a.i Perbuatani curangi 

b.i Akibati yangi kelihatani darii perbuatani 

tersebuti c.i Mungkini adai keadaani tertentui 

yangi menyertaii perbuatani itui Unsuri 

subjektifi antarai laini :i a.i Orangi yangi 

mampui bertanggungjawabi b.i Adanyai 

kesalahani (dolus/culpa)i Perbuatani 

manusiai sajai yangi bolehi dilarang,i yangi 

melarangi adalahi aturan.i Berdasarkani 

katai majemuki perbuatani pidana,i makai 

pokoki pengertiani adai padai perbuatani itu,i 

tapii tidaki dipisahkani dengani orangnya.i 

4.i Ajarani Mengenaii Tempati dani Waktui 

Tindaki Pidanai Pengertiani tentangi 

terjadinyai tindaki pidanai menuruti tempati 

dani waktui inii adalahi sangati pentingi olehi 

karenai Pasali 143i Undang-undangi Nomori 

8i tahuni 1981i tentangi Hukumi Acarai 

Pidanai telahi mensyaratkani bahwai 

penuntuti umumi harusi jugai 

mencantumkani tentangi tempati dani waktui 

darii tindaki pidanai yangi telahi 

dituduhkannyai itui dii dalami surati 

dakwaan.i Dengani menentukani suatui 

akibati hukumi berupai batalnyai surati 

dakwaani tersebuti apabilai tentangi tempati 

dani waktui darii tindaki pidanai itui telahi 

tidaki dicantumkani dlami surati dakwaani 

yangi bersangkutan.i Pasali 143i ayati 1i -i 3i 

darii Undang-undangi Nomori 8i tahuni 

1981i tentangi hukumi acarai pidanai 

berbunyii :i 1.i Penuntuti umumi 

melimpahkani perkarai kei Pengadilani 

Negerii dengani permintaani agari segerai 

mengadilii perkarai tersebuti disertaii surati 

dakwaani 2.i Penuntuti umumi membuati 
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surati dakwaani yangi diberii tanggali dani 

ditandai tanganii sertai berisii :Namai 

lengkap,i tempati lahir,i umur,i jenisi 

kelamin,i kebangsaan,i tempati tinggal,i 

agamai dani pekerjaani tersangkai dan,i 

Uraiani secarai cermat,i jelasi dani lengkapi 

mengenaii tindaki pidanai yangi dii 

dakwakani dengani menyebutkani waktui 

dani tempati tindaki pidanai itui dilakukani 

3.i Surati dakwaani yangi tidaki memenuhii 

ketentuani sebagaimanai dimaksudi dalami 

ayati 2i hurufi b,i batali demii hukumi 

Kepastiani mengenaii waktui dilakukannyai 

sesuatui tindaki pidanai itui adalahi pentingi 

yaknii antarai laini :i a.i Berkenaani dengani 

berlakunyai pasali 1i ayati 1i dani 2i KUHPi 

b.i Bagii semuai peristiwai dimanai usiai darii 

pelakui dani korbani itui mempunyaii artii 

padai saati sesuatui tindaki pidanai itui telahi 

dilakukani olehi pelakunya,i yaitui misalnyai 

usiai darii pelakui dani usiai korbani dii 

dalami delik-deliki kesusilaani c.i 

Berkenaani dengani ketentuani mengenaii 

kedaluwarsanyai haki untuki melakukani 

tuntutani pidanai dani haki untuki 

menjalankani hukumani sepertii yangi 

termaksudi dii dalami pasal-pasali 78-85i 

KUHPi d.i Bagii semuai peristiwai dimanai 

sesuatui tindaki pidanai itui telahi 

disyaratkani sebagaii harusi dilakukani dii 

dalami keadaani perangi agari pelakunyai 

dapati dihukum,i yaitui misalnyai dii dalami 

tindaki pidanai yangi telahi dirumuskani dii 

dalami pasali 122i ayati 2i dani 124-127i 

KUHPi e.i Berkenaani dengani ketentuani 

mengenaii pengulangani melakukani tindaki 

pidanai sepertii yangi diaturi dalami pasali 

486-488i KUHPi f.i Berkenaani dengani 

permasalahani apakahi sipelakui padai 

waktui melakukani kejahatani ataui 

pelanggaranyai itui mempunyaii penyakiti 

jiwai ataui terganggui pertumbuhani akali 

sehatnyai sebagaimanai yangi dii maksudi dii 

dalami pasali 44i KUHPi Sedangkani 

kepastiani mengenaii tempati dilakukannyai 

suatui tindaki pidanai itui adalahi pentingi 

yaknii antarai lain,i a.i Berkenaani dengani 

kewenangani relatifi darii pengadilan,i yaitui 

tentangi Pengadilani Negerii manai yangi 

palingi berhaki untuki mengadilii sesuatui 

tindaki pidanai sepertii yangi dimaksudkani 

dalami pasali 84i KUHAPi b.i Berkenaani 

dengani ruangi lingkupi darii berlakunyai 

Undang-undangi Pidanai Indonesiai sepertii 

termaksudi dii dalami pasali 2-9i KUHPi c.i 

Berkenaani dengani pengecualiani sepertii 

yangi termaksudi dii dalami pasali 9i KUHPi 

yaitui apabilai tindaki pidanai yangi 

bersangkutani telahi dilakukani dii atasi 

sebuahi kapali perangi miliki negarai asingi 

d.i Berkenaani dengani adanyai suatui syarati 

bahwai sesuatui tindaki pidanai itui harusi 

dilakukani dii suatui tempati yangi terlarangi 

e.i Berkenaani dengani adanyai suatui syarati 

bahwai sesuatui tindaki pidanai itui harusi 

dilakukani dii suatui tenpati umumi f.i 

Berkenaani dengani adanyai suatui syarati 

bahwai sesuatui tindaki pidanai itui harusi 

dilakukani dii suatui tempati tertentui dii 

manai seorangi pegawaii negerii sedangi 

menjalankani tugasi jabatannyai yangi sahi 

sepertii yangi dimaksudi dalami pasali 127i 

KUHP.i 5.i Bentuk-Bentuki Putusani Hakimi 

Berdasarkani rumusani Pasali 1i ayati (11)i 

KUHAP,i terdapati tigai jenisi putusan,i 

yaitui putusani pemidanaan,i putusani bebasi 

dani putusani lepasi darii segalai tuntutani 

hukum.i Tentunyai majelisi hakimi 

memilikii kriteriai untuki dapati 

memutuskani salahi satui darii tigai jenisi 

putusani tersebut.i a.i Putusani Bebasi 

(Vrijspraak/Acquittal)i Secarai teoritis,i 

putusani bebasi dalami rumpuni hukumi 

Eropai Kontinentali lazimi disebuti dengani 

istilahi putusani “vrijspraak”,i sedangkani 

dalami rumpuni AngloSaxoni disebuti 

putusani “acquittal”.i Padai asasnyai esensii 

putusani bebasi terjadii karenai terdakwai 

dinyatakani tidaki terbuktii secarai sahi dani 

meyakinkani bersalahi melakukani tindaki 

pidanai sebagaimanai dakwaani 

jaksa/penuntuti umumi dalami surati 

dakwaan.i Konkretnya,i terjadii dibebaskani 

darii segalai tuntutani hukum.i Ataui untuki 

singkatnyai lagii terdakwai “tidaki dijatuhii 

pidana”.i Jikai bertitiki tolaki padai Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 1981,i asasnyai 

terhadapi putusani bebasi diaturi dalami 

Pasali 191i ayati (1)i KUHAPi yangi 14i 

menentukani bahwa:i “Jikai pengadilani 
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berpendapati bahwai darii hasili 

pemeriksaani dii sidang,i kesalahani 

terdakwai atasi perbuatani yangi 

didakwakani kepadanyai tidaki terbuktii 

secarai sahi dani meyakinkan,i makai 

terdakwai diputusi bebas.”i Dalami 

penjelasani Pasali 191i ayati (1)i KUHAPi 

yangi dimaksudi dengani “perbuatani yangi 

didakwakani kepadanyai tidaki terbuktii 

secarai sahi dani meyakinkan”i adalahi tidaki 

cukupi buktii menuruti penilaiani hakimi 

atasi dasari pembuktiani dengani 

menggunakani alati buktii menuruti 

ketentuani hukumi acarai pidanai ini.i b.i 

Putusani Lepasi darii Segalai Tuntutani 

Hukumi Secarai fundamentali terhadapi 

putusani lepasi darii segalai tuntutani hukumi 

ataui “onslagi vani allei rechtsveri volging”i 

diaturi dalami ketentuani Pasali 191i ayati 

(2)i KUHAPi dirumuskani bahwa:i “jikai 

pengadilani berpendapati bahwai perbuatani 

yangi didakwakani kepadai terdakwai 

terbukti,i tetapii perbuatani itui tidaki 

merupakani tindaki pidana,i makai terdakwai 

diputusi lepasi darii segalai tuntutani 

hukum.”i Sepertii halnyai putusani bebas,i 

makai putusani lepasi darii segalai tuntutani 

hukumi memilikii beberapai syarati yangi 

harusi terpenuhi,i yaitui “perbuatani 

terdakwai terbukti”,i dani “bukani 

merupakani perbuatani pidana”.i 

“Perbuatani terdakwai terbukti”i secarai 

sah,i meyakinkani sesuaii faktai yangi 

terungkapi dani menuruti alati buktii yangi 

sahi dalami Pasali 184i KUHAPi sertai 

meyakinkani hakimi untuki menyatakani 

terdakwai sebagaii pelakui perbuatani 

tersebut.i Walaupuni terbukti,i akani tetapii 

“perbuatani tersebuti bukanlahi merupakani 

tindaki pidana”.i Padahali sebelumnyai 

telahi dinyatakani dalami 15i tingkati 

penyelidikani dani penyidikani bahwai 

perkarai yangi diperiksai merupakani 

perkarai tindaki pidana,i namuni ternyatai 

dalami pemeriksaani persidangan,i perkarai 

diputusi olehi majelisi hakimi bukani 

merupakani perkarai pidana.i c.i Putusani 

Pemidanaani Padai asasnya,i putusani 

pemidanaani ataui “veroordelling”i 

dijatuhkani olehi hakimi jikai iai telahi 

memperolehi keyakinan,i bahwai terdakwai 

melakukani perbuatani yangi didakwakani 

dani iai menganggapi bahwai perbuatani dani 

terdakwai dapati dipidana.i Sebagaimanai 

diaturi dalami Pasali 193i ayati (1)i KUHAPi 

bahwa:i “Jikai pengadilani berpendapati 

bahwai terdakwai bersalahi melakukani 

tindaki pidanai yangi didakwakani 

kepadanya,i makai pengadilani 

menjatuhkani pidana.”i Putusani 

pemidanaani dapati dijatuhkani melebihii 

darii tuntutani pidanai yangi disampaikani 

olehi jaksa/penuntuti umumi akani tetapii 

tidaki melebihii ancamani maksimali yangi 

ditentukani dalami undang-undang.i Segerai 

setelahi putusani pemidanaani dibacakani 

majelisi hakimi harusi menyampaikani hak-

haki darii terdakwai terkaiti putusani 

tersebut,i yaitu:i a.i Menerimai ataui 

menolaki putusan.i b.i Mempelajarii 

putusan.i c.i Memintai penangguhani 

pelaksanaani putusani dalami rangkai 

pengajuani grasi.i d.i Mengajukani banding.i 

e.i Mencabuti pernyataani untuki manerimai 

ataui menolaki putusan. 

3. METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneltian 

yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif adalah penelitian yang mengacu 

dan mengarah pada norma dan asas-asas 

hukum serta bersumber dari bahan 

pustaka, perundangundangan dan putusan 

pengadilan. Pada hakikatnya penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode. 2. Jenis dan 

Sumber Data Data yang di dapat dalam 

penulisan ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang peneliti 

peroleh dari penelitian kepustakaan dan 

dokumen yang merupakan hasil penelitian, 

pengilahan orang lain yang sudah tersedia 

dalam bentuk buku, makalah, dan 

dokumen lain yang biasanya disediakan di 

perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam 

penelitian ini, data sekunder mencakup 

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum 

Tersier. 3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
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adalah studi pustaka dan studi dokumen, 

yaitu pengumpulan data yang dicari dari 

buku, undang-undang. 4. Analisis Data 

Pengelolaan data dilakukan secara manual, 

bukan statistik. Menggunakan metode 

studi kepustakaan dengan mengutip dari 

berbagai sumber bacaan yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan. Setelah 

terkumpul kemudian di analisis dengan 

analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari 

penelitian yang bersifat teori-teori tentang 

dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana  

Pemalsuani Surati Pemalsuani surati 

menuruti KUHPidanai diaturi dalami Babi 

XII,i Bukui IIi tentangi Kejahatan.i 

Perbuatani pemalsuani surati tersebuti 

merupakani suatui jenisi pelanggarani 

terhadapi kebenarani dani kepercayaan,i 

dengani tujuani untuki memperolehi 

keuntungani bagii dirii sendirii ataui orangi 

lain.i Suatui pergaulani hidupi yangi teraturi 

dimasyarakati yangi teraturi dani majui tidaki 

dapati berlangsungi tanpai adanyai jaminani 

kebenarani atasi beberapai buktii surati 

karenanyai perbuatani pemalsuani surati 

dapati mengancami bagii kelangsungani 

hidupi darii masyarakati tersebut.i 

Perbuatani pemalsuani dapati dikategorikani 

pertama-tamai dalami kelompoki kejahatani 

penipuan,i tetapii tidaki semuai perbuatani 

penipuani adalahi pemalsuan.”i 9i 

Perbuatani pemalsuani tergolongi 

kelompoki kejahatani penipuani apabilai 

seseorangi memberikani gambarani tentangi 

suatui keadaani atasi sesuatui barangi (surat)i 

seakani -akani itui aslii ataui kebenarani 

tersebuti dimilikinya.i Karenai gambarani 

inii orangi laini menjadii terpedayai dani 

mempercayaii bahwani keadaani yangi 

digambarkani atasi barangi (surat)i tersebuti 

adalahi benari ataui asli.i Pemalsuani 

terhadapi tulisani (surat)i terjadii apabilai 

isinyai atasi surati itui yangi tidaki benari 

digambarkani benar.i Pembahasani tentangi 

pemalsuani surati yangi tertuangi dii dalami 

pasali 263i KUHPidanai terlebihi dahului 

diuraikani aspek-aspeki tentangi unsur-

unsuri didalami suatui tindaki pidanai ataui 

perbuatani pidanai itu.i Olehi Junkersi 

disebutkani empati jenisi metodei rumusani 

deliki dii dalami Undangi -undang,i yangi 

terdirii atasi :i 1.i Carai yangi palingi lazimi 

dalahi menerangkani isii deliki darii 

keterangani itui dapati dijabarkani 

unsurunsuri perbuatani yangi dapati 

dipidana,i sepertii misalnyai Pasali 

279,281,286,242i dani sebagainyai darii 

KUHP.i 2.i Dengani carai menerangkani 

(memberikan)i unsur-unsuri dani 

memberikani pensifatani (kualitikasi)i 

sepertii misalnyai pemalsuani pasali 263i 

KUHP,i pencuriani pasali 362,i 

penggelapani pasali 372,i penipuani pasali 

378i darii KUHPi 3.i Carai yangi jarangi 

dipakaii adalahi hanyai memberikani 

pensifatani kualifikasii sajai sepertii 

misalnyai penganiayaani Pasali 351,i 

pembunuhani pasali 338i darii KUHP.i 4.i 

Kadangkalai Undang-undangi merumuskani 

ancamani pidananyai sajai untuki peraturan-

peraturani yangi masihi akani dibuati 

kemudiani misalnyai pasali 521i dani pasali 

121i ayati 1i KUHP.i Tentangi elemeni 

Srafbaari Felli disebutkani kemungkinani 

adanyai beberapai elemen,i yaitu:i 1.i 

Elemeni perbuatani pelakui ataui kekuatani 

orang,i dalami hali berbuati ataui tidaki 

berbuati (eeni doeni ofi eeni whiten).i 2.i 

Elemeni akibati darii perbuatani yangi 

terjadii dalami deliki selesai.i 3.i Elemeni 

subyektifi yaitui kesalahani yangi 

diwujudkani dengani katai -katai sengajai 

(opzet)i ataui alpai (culpa).i 4.i Elemeni 

melawani hukumi (wederrelutellikeheid)i 5.i 

Dani sederetani elemen-elemeni laini 

menuruti rumusani undang-undang,i dani 

dibedakani menjadii segii obyektifi 

misalnyai kedalami pasali 160i KUHPi 19i 

diperlukani elemeni dimukai umumi (ini heti 

openbaar)i dani segii subyektifi misalnyai 

pasali 340i KUHPi diperlukani unsuri 

direncanakani lebihi dahului 

(Voorbedachterdaad).i Suatui tindaki 

pidanai ataui perbuatani pidanai itui jugai 

dibagii unsur-unsurnyai kedalami duai 
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golongan,i yaitui :i 1.i Unsur-unsuri yangi 

obyektif.i 2.i Unsur-unsuri yangi subyektif.i 

Satocidi Kartanegara,i menerangkani 

tentangi unsur-unsuri yangi obyektifi adalahi 

unsur-unsuri yangi terdapati diluari 

manusia,i yaitui berupai :i 1.i Suatui tindaki 

tanduk,i jadii suatui tindakan.i 2.i Suatui 

akibati tertentui (eemi bepaaldi gevolg)i 3.i 

Keadaani (omstanddigheid)i yangi 

kesemuanyai inii dilarangi dani diancami 

dengani hukumani undang-undang.i 

Sedangkani unsur-unsuri subyektif,i dapati 

berupai :i 1.i Toerekeningsvaibawbeidi 

(dapati dipertanggungjawabkan)i 2.i Schuldi 

(kesalahan)i Darii uraian-uraiani diatas,i 

marilahi kitai analisai tentangi pasali 263i 

KUHPi dani unsur-unsurnyai dimanai bunyii 

darii padai pasali 263i KUHPi sebagaii 

berikuti :i (1)i Barangsiapai membuati 

secarai tidaki benari ataui memalsui surati 

yangi dapati menimbulkani sesuatui hak,i 

perikatan,i ataui pembebasani hutangi ataui 

yangi diperuntukkani sebagaii buktii darii 

sesuatui hal,i dengani maksudi untuki 

memakaii ataui menyuruhi orangi laini pakaii 

surati tersebuti seolah-olahi isinyai benari 

dani tidaki dipalsu,i diancam,i jikai 

pemakaiani tersebuti dapati menimbulkani 

kerugian,i karenai pemalsuani 20i surat,i 

dengani pidanai penjarai palingi lamai enami 

tahun.i (2)i Diancami dengani pidanai yangi 

sama,i barangsiapai dengani sengajai 

memakaii surati yangi isinyai tidaki benari 

ataui yangi dipalsu,i seolah-olahi benari dani 

tidaki dipalsu,i jikai pemakaiani surati itui 

dapati menimbulkani kerugian.i Walaupuni 

padai umumnyai sebuahi surati tidaki 

melahirkani secarai langsungi adanyai suatui 

hak,i melainkani haki itui timbuli darii 

adanyai perikatani hukumi (perjanjian)i 

yangi tertuangi dalami surati itu,i tetapii adai 

surat-surati tertentui yangi disebuti surati 

formili yangi langsungi melahirkani suatui 

haki tertentui misalnya,i cek,i bilyeti giro,i 

wesel,i surati izini mengemudi,i ijazahi dani 

laini sebagainya.i “i 10i Surati yangi berisii 

suatui perikatani padai dasarnyai adalahi 

berupai surati yangi karenai perjanjiani itui 

melahirkani hak.i Misalnyai surati juali belii 

melahirkani haki sii penjuali untuki 

menerimai uangi pembayarani hargai benda,i 

dani pembelii mempunyaii haki untuki 

memperolehi ataui menerimai bendai yangi 

dibelinya.i Begitui jugai dengani surati yangi 

berisii pembebasani hutang.i Lahirnyai 

pembebasani hutangi padai dasarnyai 

disebabkani karenai dani dalami 

hubungannyai dengani suatui perikatan.i 

Misalnyai suatui kuitansii yangi berisii 

penyerahani sejumlahi uangi tertentui dalami 

hali dani dalami hubungannyai dengani 

misalnyai juali beli,i hutangi putangi dani 

laini sebagainya.i “i 11i Mengenaii unsur-

unsuri surati yangi diperuntukkani sebagaii 

buktii akani adanyai :i -i Mengenaii 

diperuntukkani sebagaii buktii :i -i Tentangi 

sesuatui hal.i Sesuatui hal,i adalahi berupai 

kejadiani ataui peristiwai tertentui baiki 

yangi karenai diadakani (misalnyai 

perkawinan)i maupuni karenai peristiwai 

alami (misalnyai kelahirani dani kematian),i 

peristiwai manai mempunyaii suatui akibati 

hukum.i Perbuatani yangi dicantumi 

hukumani dalami hali inii adalahi “membuati 

surati palsui ataui memalsukani surat”i 

(tidaki benar),i ataui membuati surati 

demikiani rupa,i sehinggai menunjukkani 

asali surati itui yangi tidaki benar.i Pegawaii 

Polisii membuati prosesi verbali yangi berisii 

sesuatui ceritai yangi tidaki benari darii 

orangi yangi menerangkani kepadanya,i 

tidaki masuki pengertiani membuati prosesi 

verbali palsu.i Iai membuati prosesi verbali 

palsu,i apabilai pegawaii polisii itui 

menuliskani dalami prosesi verbalnyai laini 

daripadai hali yangi diceritakannyai kepadai 

orangi tersebut.i Memalsui surati samai 

dengani mengubahi surati demikiani rupa,i 

sehinggai isinyai menjadii laini darii isii 

yangi aslii ataui sehinggai surati itui menjadii 

laini darii yangi asli.i Adapuni caranyai 

bermacam-macam,i tidaki senantiasai perlu,i 

bahwai surati itui digantii dengani yangi lain.i 

Dapati pulai dilakukani dengani jalani 

mengurangkan,i menambahi ataui merubahi 

sesuatui darii surati itu.i Memalsui 

tandatangani masuki pengertiani memalsui 

surati dalami pasali ini.i Demikiani pulai 

penempelani fotoi orangi laini darii padai 

pemegangi yangi tidaki berhaki dalami suatui 
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surati ijazahi sekolah,i ijazahi mengemudii 

(rijbewijs),i harusi dipandangi dalami suatui 

pemalsuan.i Sedangkani perbuatani 

memalsui surati menuruti Soenartoi 

Soerodibrotoi adalahi berupai perbuatani 

mengubahi dengani carai bagaimanapuni 

olehi orangi yangi tidaki berhaki atasi sebuahi 

surati yangi berakibati sebagaiani ataui 

seluruhi isinyai menjadii lain/i berbedai 

dengani isii surati semula.i Tidaki pentingi 

apakahi dengani perubahani itui lalui isinyai 

menjadii benari ataui tidaki ataukahi 

bertentangani dengani kebenarani ataukahi 

tidak,i bilai perbuatani mengubahi itui 

dilakukani olehi orangi yangi tidaki berhak,i 

memalsui surati telahi 22i terjadi.i Orangi 

yangi tidaki berhaki itui adalahi orangi selaini 

sii pembuati surat.i Yurisprudensii dii Jawai 

Barat,i Mahkamahi Agungi RIi (MARI)i 

membenarkani bahwai pengertiani 

pemalsuani surati dalami pasali 263i KUHPi 

adalahi termasuki mengubahi surati aslii 

sedemikiani rupai sehinggai isinyai ataui 

tanggalnyai ataui tandai tangannyai 

bertentangani dengani kebenarani yangi 

mempunyaii maksudi tertentu,i 

seumpamanyai untuki membuktikani suatui 

perkara.i Yurisprudensii Tetapi MARIi No.i 

40/Kr/1973,i tertanggali 5i Junii 1975,i 

menyatakani bahwai mengisii blangkoi 

kuitansii tidaki mempunyaii unsuri melawani 

hukumi sepanjangi pengisiannyai tidaki 

bertentangani dengani maksudi darii sii -

penandatanganani untuki apai kuitansii itui 

ditadatanganinya.i Perbedaani prinsipi 

antarai perbuatani membuati surati palsui 

dani memalsui surat,i adalahi bahwai 

membuati surati palsu/i membuati palsui 

surati sebelumi perbuatani dilakukani belumi 

adai surat,i kemudiani dibuati suatui surati 

yangi isinyai sebagiani ataui seluruhnyai 

adalahi bertentangani dengani kebenarani 

ataui palsu.i Seluruhi tulisani dalami tulisani 

itui dihasilkani membuati surati palsu.i Surati 

yangi demikiani disebuti dengani surati 

palsui ataui surati tidaki asli.i Tidaki 

demikiani dengani perbuatani memalsui 

surat.i Sebelumi perbuatani inii dilakukan,i 

sudahi adai sebuahi surati disebuti surati asli,i 

Kemudiani padai surati yangi aslii ini,i 

terhadapi isinyai (termasuki tandai tangani 

dani namai sii pembuati asli)i dilakukani 

perbuati memalsui yangi akibatnyai surati 

semulai benari bertentangani dengani 

kebenarani ataui palsu.i “Menuruti Adamii 

Chazawi,i membuati surati palsui adalahi 

membuati sebuahi surati yangi seluruhi ataui 

sebagiani isinyai palsu.i Membuati surati 

palsui inii dapati berupai :i 23i -i Membuati 

sebuahi surati yangi sebagiani ataui seluruhi 

isii surati tidaki sesuaii ataui bertentangani 

dengani kebenaran.i Membuati surati yangi 

demikiani disebuti dengani pemalsuani 

intelektual.i -i Membuati sebuahi surati yangi 

seolah-olahi surati itui berasali darii orangi 

laini selaini sii pembuat.i Membuati surati 

palsui yangi demikiani inii disebuti dengani 

pemalsuani materiil.i Palsunyai surati ataui 

tidaki benarnyai surati terletaki padai 

asalnyai ataui pembuati surat.”i 12i B.i 

Pengaturani Tindaki Pidanai Pemalsuani 

Surati dalami Hukumi Pidanai Setelahi 

penulisi membacai beberapai literaturi dani 

undang-undangi yangi bersangkutan,i makai 

penulisi mengambili kesimpulani bahwai 

pemalsuani surati diuraikani dalami Pasali 

263i sampaii dengani Pasali 276i KUHP.i 

Padai tiapi pasali yangi bersangkutani 

terdapati unsuri yangi terkandungi 

didalamnya.i Adapuni bentuk-bentuki 

pemalsuani surat,i yaitu:i a.i Pemalsuani 

surati umumnya:i dalami bentuki pokoki 

pemalsuani surati (Pasali 263i KUHP).i b.i 

Pemalsuani surati yangi diperberati (Pasali 

264i KUHP).i c.i Menyuruhi memasukkani 

keterangani palsui kei dalami aktei autentiki 

(Pasali 266i KUHP).i d.i Pemalsuani surati 

keterangani dokteri (Pasali 267i dani Pasali 

268i KUHP).i e.i Pemalsuani surat-surati 

tertentui (Pasali 269,i 270,i 271i KUHP).i f.i 

Pemalsuani surati keterangani pejabati 

tentangi haki miliki (Pasali 274i KUHP).i  

B. Posisi Kasus  

Bahwai berawali padai bulani Julii 1994,i 

PT.i BASKOi MINANGi PLAZAi 

memakaii aseti PT.i Keretai Apii Indonesiai 

(PT.i KAI)i Divisii Regionali IIi Sumaterai 

Barati berupai tanahi yangi berlokasii dii 

Jalani Profi Dr.i Hamkai No.2i Ai Padang,i 
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setelahi beberapai tahuni kemudiani padai 

tahuni 2010i terdakwai membuati 

permohonani Haki Gunai Bangunani kei 

Kantori Badani Pertanahani Nasionali 

(BPN)i Kotai Padangi terhadapi tanah,i yangi 

terletaki dii Jalani Profi Dr.i Hamkai No.2i Ai 

Padang,i sebagaii berikuti :i 1.i Bahwai padai 

tanggali 12i Julii 2010i terdakwai membuati 

surati terhadapi tanahi seluasi 1.986i M2,i 

yangi terletaki dii Jalani Profi Dr.i Hamkai 

No.2i Ai Padangi sebagaii berikut:i a.i Surati 

Permohonani Haki Miliki yangi isinyai 

untuki mengajukani Permohonani Haki 

Gunai Bangunani yangi ditujukani kepadai 

Kepalai Badani Pertanahani Nasionali Up.i 

Kepalai Kantori Wilayahi BPNi Provinsii 

Sumaterai Barati melaluii Kepalai Kantori 

Pertanahani Kotai Padangi tanggali 12i Julii 

2010,i padai poini Bi angkai 4i menerangkani 

Statusi tanahi adalahi tanahi negarai bekasi 

Eigendomi Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i 

Airi Tawari Timuri dani padai angkai 6i 

(enam)i menerangkani dasari penggunaani 

adalahi tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i Airi Tawari 

Timur.i 34i b.i Surati Pernyataani tanahi -i 

tanahi yangi dipunyaii pemohoni tanggali 12i 

Julii 2010i dengani luasi 1.986i M2,i yangi 

menerangkani padai kolomi statusi haki 

adalahi tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i Airi Tawari 

Timur.i 2.i Bahwai kemudiani terdakwai 

padai tanggali 28i Julii 2010i membuati surati 

terhadapi tanahi seluasi 951i M2i yangi 

terletaki dii Jalani Profi Dr.i Hamkai No.2i Ai 

Padangi sebagaii berikut:i a.i Surati 

Permohonani Haki Miliki yangi isinyai 

untuki mengajukani Permohonani Haki 

Gunai Bangunani yangi ditujukani kepadai 

Kepalai Badani Pertanahani Nasionali Up.i 

Kepalai Kantori Wilayahi BPNi Provinsii 

Sumaterai Barati melaluii Kepalai Kantori 

Pertanahani Kotai Padangi tanggali 28i Julii 

2010,i padai poini Bi angkai 4i menerangkani 

Statusi tanahi adalahi tanahi negarai bekasi 

Eigendomi Vervondingi N0.1650/sebi 

Kelurahani Airi Tawari Timuri dani padai 

angkai 6i (enam)i menerangkani dasari 

penggunaani adalahi tanahi negarai bekasi 

Eigendomi Vervondingi N0.1650/sebi 

Kelurahani Airi Tawari Timur.i b.i Surati 

Pernyataani tanahi -i tanahi yangi dipunyaii 

pemohoni tanggali 28i Julii 2010i dengani 

luasi 951i M2,i yangi menerangkani padai 

kolomi Statusi haki adalahi tanahi negarai 

bekasi Eigendomi Vervondingi 

N0.1650/sebi Kel.i Airi Tawari Timur.i 3.i 

Bahwai selanjutnyai terdakwai padai 

tanggali 20i Agustusi 2010i membuati surati 

terhadapi tanahi seluasi 1.013i M2i yangi 

terletaki dii Jalani Profi Dr.i Hamkai No.2i Ai 

Padangi sebagaii berikuti :i 35i a.i Surati 

Permohonani Haki Miliki yangi isinyai 

untuki mengajukani Permohonani Haki 

Gunai Bangunani yangi ditujukani Kepadai 

Kepalai Badani Pertanahani Nasionali Up.i 

Kepalai Kantori Wilayahi BPNi Provinsii 

Sumaterai Barati melaluii Kepalai Kantori 

Pertanahani Kotai Padangi tanggali 20i 

Agustusi 2010i padai poini Bi angkai 4i 

(empat)i menerangkani Statusi tanahi adalahi 

tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kelurahani Airi 

Tawari Timuri dani padai angkai 6i (enam)i 

menerangkani dasari penggunaani adalahi 

tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kelurahani Airi 

Tawari Timur.i b.i Surati Pernyataani tanahi 

tanahi yangi dipunyaii pemohoni tanggali 20i 

Agustusi 2010i dengani luasi 1.013i M2,i 

yangi menerangkani padai kolomi Statusi 

haki adalahi tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i Airi Tawari 

Timur.i Bahwai atasi dasari surati 

permohonani terdakwai tersebuti diatasi 

pihaki BPNi Kotai Padangi menerbitkani 3i 

(tiga)i sertifikati Haki Gunai Bangunani 

yaitui sertifikati HGBi Nomori 200i tanggali 

27i Julii 2010i dengani luasi tanahi 1.986i 

M2,i sertifikati HGBi nomori 201i tanggali 

30i Julii 2010i dengani luasi tanahi 951i M2i 

dani sertifikati HGBi Nomori 205i tanggali 

27i Agustusi 2010i dengani luasi tanahi 

1.013i M2,i ternyatai surati permohonani 

yangi diajukani Terdakwai Kepadai BPNi 

Kotai Padangi tersebuti isinyai yangi 

menyatakani bahwai dasari penguasaani 

tanahi tersebuti adalahi tanahi negarai bekasi 

Eigendomi Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i 

Airi Tawari Timuri adalahi tidaki benari ataui 
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palsu.i Hali inii ditegaskani olehi Kepalai 

Badani Pertanahani Kotai Padangi 

berdasarkani surati Nomori :i 

718/6.13.71/IX/i 2015i tanggali 21i 

Septemberi 2015i yangi ditujukani kepadai 

Direkturi 36i Resersei Kriminali Umumi 

perihali permintaani photoi copyi Legalisiri 

Sertifikati Naamloozei Vennootschapi 

Exloitattei Vani Onroerandei Guderni 

Gevestigdei Tei Padangi menyatakani 

“bahwai Kartui Rechti Vani Eigendomi 

Verpondingi No.1650i atasi namai 

Naamloozei Vennootschapi Exloitattei Vani 

Onroerandei Guderni Gevestigdei Tei 

Padang,i tidaki ditemukani padai Arsipi 

Kantori Pertanahani Kotai Padang”,i akani 

tetapii tanah-tanahi tersebuti sebenarnyai 

merupakani aseti PT.KAIi yangi berasali 

darii Nasionalisasii keretai apii pemerintahi 

Belandai menjadii aseti DJAWATANi 

Keretai Apii Republiki Indonesiai sekarangi 

menjadii PT.i KAIi sejaki tanggali 28i 

Septemberi 1945i yangi diuraikani dalami 

GRONDKAARTi (petai tanah)i No.i 10i 

tanggali 06i Februarii 1888,i dani 

berdasarkani Undangundangi No.86i tahuni 

1958i tentangi Nasionalisasii perusahani 

miliki Belandai dani PPi 40i tahuni 1959i 

tentangi Nasionalisasii keretai apii miliki 

Belandai sertai ditegaskani dengani Surati 

Menterii Keuangani No.S.11/MK.16/1994i 

tanggali 24i Januarii 1995i kepadai Menterii 

Negarai Agraria;i Bahwai perbuatani 

terdakwai tersebuti menimbulkani kerugiani 

bagii PT.i KAIi karenai telahi kehilangani 

aseti berupai tanahi seluasi 3.950i M.2i 

dengani nilaii lebihi kurangi Rp.i 

2.000.000.000,-i (duai miliyari rupiah).i 

Perbuatani terdakwai sebagaimanai diaturi 

dani diancami pidanai dalami pasali 263i 

ayati (1)i KUHP.i Ataui Keduai Bahwai 

berawali padai bulani Julii 1994,i PT.i 

BASKOi MINANGi PLAZAi memakaii 

aseti PT.i Keretai Apii Indonesiai (PT.i KAI)i 

Divisii Regionali IIi Sumaterai Barati berupai 

tanahi yangi berlokasii dii Jalani Profi Dr.i 

Hamkai No.2i Ai Padang,i setelahi beberapai 

tahuni kemudiani padai tahuni 2010i 

terdakwai mengajukani permohonani Haki 

37i Gunai Bangunani kei Kantori Badani 

Pertanahani Nasionali (BPN)i Kotai Padangi 

terhadapi tanah,i yangi terletaki dii Jalani 

Profi Dr.i Hamkai No.2i Ai Padang,i sebagaii 

berikuti :i 1.i Bahwai padai tanggali 12i Julii 

2010i terdakwai mengajukani permohonani 

Haki Gunai Bangunani kei BPNi Kotai 

Padangi terhadapi tanahi seluasi 1.986i M2,i 

yangi terletaki dii Jalani Profi Dr.i Hamkai 

No.2i Ai Padangi dengani menyerahkani 

surati sebagaii berikut:i a.i Surati 

Permohonani Haki Miliki yangi isinyai 

untuki mengajukani Permohonani Haki 

Gunai Bangunani yangi ditujukani kepadai 

Kepalai Badani Pertanahani Nasionali Up.i 

Kepalai Kantori Wilayahi BPNi Provinsii 

Sumaterai Barati melaluii Kepalai Kantori 

Pertanahani Kotai Padangi tanggali 12i Julii 

2010,i padai poini Bi angkai 4i menerangkani 

Statusi tanahi adalahi tanahi negarai bekasi 

Eigendomi Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i 

Airi Tawari Timuri dani padai angkai 6i 

(enam)i menerangkani dasari penggunaani 

adalahi tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i Airi Tawari 

Timur.i b.i Surati Pernyataani tanahi -i tanahi 

yangi dipunyaii pemohoni tanggali 12i Julii 

2010i dengani luasi 1.986i M2,i yangi 

menerangkani padai kolomi statusi haki 

adalahi tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i Airi Tawari 

Timur.i 2.i Bahwai kemudiani terdakwai 

padai tanggali 28i Julii 2010i mengajukani 

permohonani Haki Gunai Bangunani kepadai 

BPNi Kotai Padangi terhadapi tanahi seluasi 

951i M2i yangi terletaki dii Jalani Profi Dr.i 

Hamkai No.2i Ai Padangi dengani 

menyerahkani surati sebagaii berikut:i 38i a.i 

Surati Permohonani Haki Miliki yangi 

isinyai untuki mengajukani Permohonani 

Haki Gunai Bangunani yangi ditujukani 

kepadai Kepalai Badani Pertanahani 

Nasionali Up.i Kepalai Kantori Wilayahi 

BPNi Provinsii Sumaterai Barati melaluii 

Kepalai Kantori Pertanahani Kotai Padangi 

tanggali 28i Julii 2010,i padai poini Bi angkai 

4i menerangkani Statusi tanahi adalahi tanahi 

negarai bekasi Eigendomi Vervondingi 

N0.1650/sebi Kelurahani Airi Tawari Timuri 

dani padai angkai 6i (enam)i menerangkani 

dasari penggunaani adalahi tanahi negarai 
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bekasi Eigendomi Vervondingi 

N0.1650/sebi Kelurahani Airi Tawari 

Timur.i b.i Surati Pernyataani tanahi -i tanahi 

yangi dipunyaii pemohoni tanggali 28i Julii 

2010i dengani luasi 951i M2,i yangi 

menerangkani padai kolomi Statusi haki 

adalahi tanahi negarai bekasi Eigendomi 

Vervondingi N0.1650/sebi Kel.i Airi Tawari 

Timur.i 3.i Bahwai selanjutnyai terdakwai 

padai tanggali 20i Agustusi 2010i 

mengajukani permohonani Haki Gunai 

Bangunan. 

C. Pertimbangan Hukum Dalam 

Menjatuhkan Putusan  

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan. “ 15 .Penjatuhan hukuman 

terhadap pelaku harus melihat kepada 

kesalahan yang dilakukan. Hal ini 

berdasarkan asas kesalahan. Syarat 

pemidanaan dalam suatu putusan bertolak 

dari dua pilar yang sangat fundamental 

yaitu asas legalitas yang merupakan asas 

kemasyarakatan dan asas kesalahan yang 

merupakan asas kemanusiaan. “ 16 

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat 

pada pertimbangan yuridis hakim 

merupakan pembuktian unsur-unsur dari 

suatu delik apakah perbuatan terdakwa 

tersebut memenuhi dan sesuai dengan 

delik yang didakwakan oleh penuntut 

umum sehingga pertimbangan tersebut 

relevan terhadap amar/diktum putusan 

hakim. Pertimbangan Hakim adalah 

argumen atau alasan yang dipakai oleh 

hakim sebagai pertimbangan hukum yang 

menjadi dasar sebelum memutus perkara 

5. SIMPULAN 

Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat 

dalam hukum pidana bahwa pemalsuan 

surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai 

dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal 

yang bersangkutan terdapat unsur yang 

terkandung didalamnya. Penerapan 

pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemalsuan surat 

dalam putusan Nomor 341/2017/PN Pdg) 

telah terbukti melakukan perbuatan, 

namun perbuatan tersebut bukan 

merupakan suatu tindak pidana. Dan 

pertimbangan hukum oleh hakim 

kemudian hakim memutuskan melepaskan 

Terdakwa oleh karena itu dari segala 

tuntutan hukum (Onslag van alle recht 

vervolging). Pertimbangan hukum dalam 

menjatuhkan putusan dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu pertimbangan 

hukum hakim secara yuridis dan non-

yuridis. Secara yuridis dengan melihat 

fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan, sedangkan non-yuridis 

dengan melihat latar belakang dari 

terdakwa. 
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